
 

 

 
 
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR  42 TAHUN 2025 

 

T E N T A N G 
 

PENJABARAN  PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN 

ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH 

TAHUN  ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Nomor      Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  2004  tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006                   

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272);   

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 

Nomor 1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah  Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 
Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah  Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 7); 

24. Peraturan Daerah NomoR 5 Tahun 2025 Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 5); 

 

 
 

 

 

 
 

 



-4- 

 

 
M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN         

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun 2024 terdiri atas : 
 

1. Pendapatan, yang terdiri dari :    

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 3.369.786.192.929,20  

b. Pendapatan Transfer Rp 3.088.818.227.561,00  

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 2.550.472.000,00  

Jumlah Pendapatan   Rp 6.461.154.892.490,20 

2. Belanja, yang terdiri dari :    

a. Belanja Operasi    

1) Belanja Pegawai Rp 1.818.628.679.241,95    

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 1.907.871.059.913,73  

3) Belanja Hibah Rp    438.037.562.711,91  

4) Belanja Bantuan Sosial Rp           147.069.900,00    

Jumlah Belanja Operasi   Rp 4.164.684.371.767,59    

b. Belanja Modal    

1) Belanja Tanah Rp                            0,00  

2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp    221.551.273.703,00  

3) Belanja Gedung dan Bangunan Rp    308.932.080.235,07  

4)Belanja Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

Rp    405.235.413.039,00  

5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp      32.023.651.425,00  

6) Belanja Aset Lainnya Rp  2.070.843.150,00  

Jumlah Belanja Modal Rp    969.813.261.552,07   

c. Belanja Tidak Terduga Rp             72.492.800,00   

d. Belanja Transfer  

1) Belanja Bagi Hasil Rp 1.148.019.126.757,00  

2) Belanja Bantuan Keuangan Rp      72.453.059.180,00  

Jumlah Belanja Transfer   Rp 1.220.472.185.937,00 

Jumlah Belanja    Rp 6.355.042.312.056,66 

Surplus/(Defisit)   Rp    106.112.580.433,54 

3. Pembiayaan, yang terdiri dari:  

1) Penerimaan Rp   214.153.555.180,44  

2) Pengeluaran Rp     16.000.000.000,00   

Jumlah Pembiayaan Netto Rp    198.153.555.180,44 

4. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Rp    304.266.135.613,98 
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Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur  ini. 
 

Pasal 3 
 

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam   

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran. 

(2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) tercantum dalam  Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi  

Kalimantan Barat. 
 

Ditetapkan    di     Pontianak 

pada tanggal 3 Oktober 2025 
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 
ttd 

 

 

RIA NORSAN 

 
Diundangkan    di   Pontianak 
pada tanggal 3 Oktober 2025   

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 
 

    ttd 

 
 

HARISSON 

  
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN  2025  NOMOR 43 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt.Kepala Biro Hukum 
 
 
 
A.MANAF, S.H.,M.H 
Pembina Tk. I (IV/b) 
19720421 200604 1 020 
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